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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kewajiban mengadakan pimpinan (pemerintah) itu adalah karena 

ajaran agama, dan dengan pemrintahan itu dimaksudkan untuk mengabdi 

kepada Allah.
1

 Pada dasarnya kepemimpinan tersebut merupakan suatu 

amanah Allah, dan sekaligus amanah sekelompok orang yang harus 

dijalankan dengan baik dan dengan seadil mungkin, apabila seseorang tidak 

bisa melaksanakan amanah tersebut, yang sesuai dengan ajaran agama artinya 

ia sudah melakukan kesalahan kepada Allah, dan sikap manusia adalah 

menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau 

kezaliman. Sesuai dengan Firman Allah, dalam Surat al-Imran (3): 104. yang 

berbunyi : 

ةٞ  نكُمۡ أمَُّ عَهِ  يدَۡعُىنَ إِلىَ ٱلۡخَيۡرِ وَيأَۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَينَۡهَىۡنَ وَلۡتكَُه مِّ

ئكَِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُىٱلۡمُنكَرِِۚ وَ 
َٰٓ  أوُْلَ 

Artinya : “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh ( berbuat) yang ma‟ruf, dan mencegah  

dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 

beruntung.” ( QS. al-Imran: 104).
2
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Mendirikan pemerintahan adalah fardhu bagi seluruh kaum muslimin 

diseluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya seperti hukumnya 

melaksanakan fardhu yang lain, yang telah difardhukan oleh Allah. Bagi 

kaum muslimin adalah sesuatu yang pasti, dimana tidak lagi ada pilihan dan 

santai dalam rangka menegakannya. Mengabaikan pelaksanaannya 

merupakan kemaksiatan yang paling besar. Dimana Allah akan mengazab 

dengan adzab yang paling pedih. Mentaati pemimpin adalah wajib hukumnya 

dalam Islam selama itu tidak untuk bermaksiat pada Allah.
3
 

Manusia sebagai mahluk sosial tentunya memiliki politik, dimensi 

politik di dalam kehidupannya. Politik dalam bahasa Arab disebut Siyasah, 

yang selanjutnya kata ini kemudian di terjemahkan menjadi siasat, atau dalam 

bahasa Inggrisnya disebut politik. Politik itu sendiri memang berarti cerdik 

dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan 

mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, 

tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan 

defenisi untuk ilmu politik.
4
 Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang 

baik. Selain itu politik dalam suatu negara itu berkaitan dengan pendekatan 

kenegaraan, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian 

kekuasaan.
5
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Politik juga bisa berarti mencakup semua tindakan dan kebijakan 

dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk penetapan bentuk, 

tugas dan lingkup urusan negara.
6
 

Lahirnya suatu pemikiran sangat erat kaitannya dengan konteks sosial 

sebagai faktor yang melatarinya. Sebuah pemikiran lahir umumnya setelah 

mengalami proses dialektika sosial yang panjang, karena itu tidak dapat 

memisahkan diri dari faktor situasional yang mengitarinya. Untuk memahami 

pemikiran seorang pemikir secara objektif, paling tidak ada dua hal yang 

perlu diperhatikan, yakni perkembangan intelektualitasnya dan realitas 

objektif yang mengitari hidupnya. Pengetahuan atas perkembangan  

intelektual seorang pemikir, akan dapat terhindarkan dari jebakan 

subjektifitas dan simplikasi. Sedang pengetahuan atas realitas objektif akan 

dapat menangkap faktor-faktor yang mendorongnya untuk mengartikulasi-

kan ide, pandangan dan sikapnya, bahkan metode yang ditempuh untuk 

merealisasikan gagasan-gagasan yang diagendakan.  

Demikian juga dengan Ibnu Taimiyah, nama lengkap Ahmad Taqi al-

Din Abu al-„Abbas Ahmad inb „Abd al-Halim ibn „Abd al-Qasim ibn 

Muhammad ibn taimiyah al-Harrani al-Dimasyqi. Ibnu Taimiyah lahir dalam 
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keluarga ulama yang bermazhab Hanbali.
7
 Ayahnya bernama Syihab al-Din 

Abu Ahmad Abd al- Halim Ibn Abdi al-Salam ibn Abdillah Ibn Taimiyah 

adalah seorang ulama ahli Hadits dan fikih. Sewaktu tinggal di Damaskus ia 

mamiliki jadwal mengajar di Mesjid Umayah.
8
 Ia juga kemudian menjabat 

sebagai kapala para ulama (masyikhah) di Dar al-Hadits al- Sukriyah. Namun 

ia meninggal saat Ibnu Taimiyah berusia 12 tahun, tepatnya di tahun 682 

H/1284M.  

Dari latar belakang keluarga bermazhab Hanbali inilah Ibnu Taimiyah 

memulai awal pendidikan dan perjalan intelektualnya yang kelak 

mempengaruhi metodologinya dalam memahami sumber-sumber ajaran 

Islam. Sebagai pemikir yang realistis, di atas realitas politiklah ia 

merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap tantangan keadaan yang 

berkembang di masanya. 

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang 

merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak 

berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa nagara. Karenanya, Ibnu 

Taimiyah menolak „Ijma‟ sebagai landasan kewajiban tersebut berbeda 

dengan al-Mawardi, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan sosiologis. 

Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam 
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satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. 

Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur 

kehidupan sosial tersebut.
9
 

Ibnu Taimiyah juga menolak kualifikasi yang harus dipenuhi kepala 

negara seperti dalam teori al-Mawardi, ia hanya menetapkan syarat kejujuran 

(amanah) dan kewibawaan atau kekuataan (quwwah) bagi seorang kandidat 

kepala negara dan tidak memutlakkan suku Quraisy. Indikasi kejujuran 

seseorang, menurut Ibnu Taimiyah, dapat dilihat pada ketaqwaannya kepada 

Allah, ketidak bersediaannya menjual ayat-ayat Allah demi kekayaan duniawi 

dan kepentingan politik praktis serta sikap tidak takutnya kepada manusia 

selama ia berada dalam kebenaran.
10

 Untuk menopang pendapatnya, Ibnu 

Taimiyah mengutip ayat alquran surat al-Nisa‟ ayat 58 yang memerintahkan 

umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, 

dan begitu pula supaya ditegakkan keadilan hukum, maka ini berarti 

terwujudnya suatu syintese antara politik keadilan  dengan kepemimpinan 

yang benar:
11

 :  
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واْ  َ يَأۡمُرُكُمۡ أنَ تُؤَدُّ
اسِ أَن إنَِّ ٱللََّّ ٰٓ أَهۡلهَِا وَإذَِا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّ تِ إلَِىَٰ نََٰ ٱلۡۡمَََٰ

ا بَصِيرٗا َ كَانَ سَمِيعََۢ
ا يَعِظُكُم بِهِۦٰٓۗٓ إنَِّ ٱللََّّ َ نِعِمَّ

  ٨٥ تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِِۚ إنَِّ ٱللََّّ

Artinya : “sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) bila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil”. (an-Nisa:58).
12

 

Karena itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa:  

 وَإِنْ  الظ الِمَةَ  يقُِيمُ  وَلَ  ؛ كَافِرَة   كَانَتْ  وَإِنْ  الْعَادِلَةَ  الد وْلَةَ  يقُِيمُ  الل هَ  إن  :  قِيلَ  وَلِهَذَا
مُسْلِمَة   كَانَتْ   

Artinya: “Dan dikatakan sesungguhnya Allah akan menegakkan 

pemerintahan  yang adil meskipun itu pemrintahan kafir, dan 

sebaliknya Allah tidak akan menegakkan pemerintahan yang 

zalim meski itu pemerintahan yang muslim”. 
13

   

Ibnu Taimiyah cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara 

yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak 

adil meskipun Islam.
14

 Sebab, orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin 

adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas,
15

 mampu berbuat adil 
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dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia 

pimpin terlepas dari latar belakang keimanannya.
16

 

Dalam setiap pemikirannya, Ibnu Taimiyah selalu menjadikan alquran 

sebagai landasan utama berpikirpun dalam kosmopolitanisme. Untuk gagasan 

kosmopolitanisme,
17

 Ibnu Taimiyah kembali berpatokan pada ajaran bahwa 

Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam 

(rahmatan lil alamin) seperti disebutkan dalam Q.S. al-Anbiya : 107. 

لمَِيهَ  كَ إِلََّّ رَحۡمَةٗ لِّلۡعَ 
   وَمَآَٰ أرَۡسَلۡنَ 

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya‟:107).
18

 

Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik, apalagi Situasi 

perpolitikan nasional saat ini telah dan sedang memanas. Salah satu isu yang 

sering muncul adalah kepemimpinan muslim dan non-Muslim, sehingga muncul 

isu-isu miring tentang kenon-musliman seorang kandidat atau keluarga kandidat.  

Kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat 

Islam sering mengemuka. Secara historis, isu ini telah berlangsung lama dan 

selalu mengundang perdebatan di kalangan para ahli dari masa ke masa. 

Hal ini tentu saja menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum 

Islam.  karena itulah di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan pemikiran 
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politik Ibnu Taimiyah dan menganalisa latar belakang pemikirannya dengan 

pendekatan sosiopolitik. Syarat kepemimpinan di tengah suasana sejarah yang 

mengitari pemikirannya.  

Dari latar belakang di atas, penulis akan mengadakan pengkajian 

mengenai pemikiran tentang bidang politik, terutama dalam bidang politik 

kepemimpinan. 

 Maka dengan ini penulis mengambil judul skripsi “PEMIKIRAN 

IBNU TAIMIYAH TENTANG POLITIK KEPEMIMPINAN NON 

MUSLIM” 

B. Batasan Masalah  

Dari uraian di atas perlu melakukan pembatasan masalah, agar 

penelitian ini terarah, pembahasan dalam penulisan ini terfokus pada 

pendapat Ibnu Taimiyah dalam politik kepemimpinan non muslim.  

C. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba merumuskan masalah 

dalam pembahasan. 

1. Bagaimana Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hukum mengakui Politik  

pemimpin non muslim? 

2. Bagaimana Analisa terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Politik 

Kepemimpinan non muslim? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik 

kepemimpinan non muslim  

b. Untuk mengetahui analisa pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik 

kepemimpinan non muslim 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H)  

b. Untuk menambah Ilmu pengetahuan  politik Kepemimpinan  

c. Memberikan pemahaman bahwa konteks politik kepemimpinan yang 

perlu dijaga maupun dalam paham politik demokrasi refresentatif.  

E. Metode Penelitian  

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam 

rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut 

yang nantinya akan mentukan keakuratan dalam menganalisis data. Adapun 

metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka 

(library research), yaitu mencari sumber-sumber buku yang berkaitan 

dengan apa yang ditelitinya sehinggah dapat menjawab apa yang menjadi 

penelitiannya. 

2. Sumber Data 

 Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang 

digunakan adalah sumber data sekunder  yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer yaitu, data yang di ambil dari buku Ibnu 

Taimiyah, Siyasah Syar‟iyah, Majmu‟Fatawa, dan terjemahannya, 

pedoman Islam dalam bernegara. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu, sumber pendukung dari primer yang 

bersal dari kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang 

ada relevansinya dengan judul skripsi ini.  

c. Bahan hukum tersier yaitu, data yang di ambil dari ensiklopedia, 

wikpedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan 

data tersier.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana dalam 

sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan 

fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan 

dengan beberapa tahap, yaitu :  
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a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber 

data yang memuat pemikiran fuqaha yang tentu dijadikan fokus 

penelitian. 

b. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek 

penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber hukum sekunder, 

yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber hukum  primer. 

c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun 

unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek dengan 

bahan pustaka lainnya. 

d. Mengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada 

pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan 

yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana yang 

dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang. 

4. Metode Penulisan data 

Dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif, yaitu 

membahas data-data yang bersifat umum tentang pendapat Ibnu Taimiyah 

kemudian diambil kesimpulan khusus. 

5. Metode Analisa Data  

Metode analisa data dalam penulisan ini adalah konten analisis, 

yaitu Penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media masa. 

 

 



12 
 

F. Sistematika Penulisan  

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari V (lima) bab. Masing-

masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bab pertama,  Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan 

Bab kedua, Berisikan Biografi Ibnu Taimiyah, yaitu Riwayat Hidup,   

guru-gurunya, karya-karyanya, dan metode pemikiran Ibnu Taimiyah, 

Wafatnya. 

Bab ketiga,  Pengertian Politik, Kekuasaan Pemimpin dalam Islam, 

Macam-macam Istilah Pemimpin, Dalil Kepemimpinan 

Bab keempat, Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Kepemimpinan non 

muslim., Analisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang  Politik Kepemimpinan 

non muslim Ibnu Taimiyah dalam kepemimpinan  

Bab kelima, Penutup, Kesimpulan dan Saran 

 


